
BUPATIMAJALENGKA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR PR.02.03.0 IjKEP.741.1-BAPPEDALITBANGj2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati

Majalengka Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2022, perlu ditindaklanjuti dengan

penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Keputusan Bupati ten tang Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2022;

Mengingat: ... 2
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

UndangNomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang ... 3
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana te1ah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah ... 4
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6792);

18. Peraturan Presiden ... 5
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18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020

Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

PembangUnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017

Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

25. Peraturan Menteri ... 6
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25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun

2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun

2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

64);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor22 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor 21);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-

2023 (Iembar Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 237);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Majalengka Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun 2008 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011

Nomor 11);

32. Peraturan Daerah ... 7
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14

Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Kabupten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 ten tang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2019

ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Kabupten Majalengka Tahun 2022

Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022, dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam

menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Perangkat Daerah Tahun 2022;

KETIGA:... 8
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Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka

pada tanggal 15 Slll'ptember 2022

BUPATI MAJALENGKA,
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LAMPIRANKEPUTUSANBUPATI
NOMOR PR.02.03.01 /KEP. 741.1-BAPPEDALITBANG/2022
TANGGAL 15 September 2022
TENTANG PERUBAHANRENCANAKERJA PERANGKAT

DAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN
2022.

DAFTARDOKUMENPERUBAHANRENCANAKERJA PERANGKATDAERAH

KABUPATENMAJALENGKATAHUN2022

1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan;

2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
3. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;

4. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
5. Perubahan Renja Dinas PekeIjaan Umum dan Tata Ruang;

6. Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;
7. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Perubahan Renja Satuan PoIisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

9. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

10. Perubahan Renja Dinas Sosial;
11. Perubahan Renja Dinas KetenagakeIjaan Koperasi dan Usaha Keeil

Menengah;
12. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana;
13. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

14. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
15. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

17. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
18. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;
20. Perubahan Renja Dinas Pemuda dan OIah Raga;
21. Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

22. Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
23. Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

24. Perubahan Renja ... 10
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24. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;
25. Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

26. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan;

27. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah;

28. Perubahan Renja SekretaIiat Daerah;

29. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

30. Perubahan Renja Inspektorat;

31. Perubahan Renja Kecamatan Argapura;
32. Perubahan Renja Kecamatan Banjaran;

33. Perubahan Renja Kecamatan Bantarujeg;

34. Perubahan Renja Kecamatan Cigasong;

35. Perubahan Renja Kecamatan Cikijing;

36. Perubahan Renja Kecamatan Cingambul;

37. Perubahan Renja Kecamatan Dawuan;
38. Perubahan Renja Kecamatan Jatitujuh;

39. Perubahan Renja Kecamatan Jatiwangi;

40. Perubahan Renja Kecamatan Kadipaten;

41. Perubahan Renja Kecamatan Kasokandel;

42. Perubahan Renja Kecamatan Kertajati;

43. Perubahan Renja Kecamatan Lemahsugih;

44. Perubahan Renja Kecamatan Leuwimunding;

45. Perubahan Renja Kecamatan Ligung;

46. Perubahan Renja Kecamatan Maja;

47. Perubahan Renja Kecamatan Majalengka;

48. Perubahan Renja Kecamatan Malausma;

49. Perubahan Renja Kecamatan Palasah;
50. Perubahan Renja Kecamatan Panyingkiran;
51. Perubahan Renja Kecamatan Rajagaluh;

52. Perubahan Renja Kecamatan Sindang;
53. Perubahan Renja Kecamatan Sindangwangi;

54. Perubahan Renja Kecamatan Sukahaji;
55. Perubahan Renja Kecamatan Sumberjaya; dan

56. Perubahan Renja Kecamatan Talaga.

BUPATIMAJALENGKA,

~
KARNASOBAH1
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